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KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN

Fad

e

DAN PERIKANAN HABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

hahwa dengan telah  ditetapkannya  Peraturan  Daerah
Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daersh
Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancamn
pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan Perkanan perin
dilakulan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Peternakan dan Perikanan Kabupatcn Muasars Enim |

bahwa berdasathan pertimbangan scbapaimana dimalksud
huraf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enmm
tentang  Penjabaran  Tugas Pokok dan  Fungsi  Dinas
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Muara Enim.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1! dan Kotapraja di
Sumatera Selatan | lLembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Nepgara
Republik Indonesia Nomor 1821} ;

Undang-undang Republik (ndonesia Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Neomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3839 )

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah ( Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 1999
Momor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3848 §;

Undang-undang Republik Indoncsia Nomor & Tahun 1974
tentang Fokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 )
sehagaimana telah di ubah dengan Undang-nndang Nomor
43 Tahun 1999 { Lembarmn Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaian Negaim
Republik Indonesia Nomor 3890 ) ;
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Peraturan Pemerintsh Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemenntah dan Rewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom { Lembaran Negam
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3932

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor &4 Tahun
2000 tentang [Pedoman Organisasi  Perangkat Dacrah
| Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
165 ) ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
1909 tentang Teknik Penyvusunan Peraturan Perundang-
undangan dan Hentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemermtah, dan  Rancangan
Keputusan Presiden

B. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muarma
Emim ;

Y. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun
2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTLISEAN :
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan im vang di maksad dengan :

Ul B
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1ch,

Diaerah adalah Kabupatlen Muara Enun

FPemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim,
Bupati adalah Bupati Muara Enim,

Wakil Bupati adalah Walkil Bupati Muara Enumn.

. Sekretaris Daerah adalah Seloetaris Daerah Kabupaten Muara

Enim.

Dinas Peternakan dan Perikanan  adalah Dinas Peternakan dan
Perikanan Kabupaten Muara Enim,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Muara Enim,

. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pelemmakan dan Perikanan

Kabupalen Muara Enim,

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Tekms Dinas
Peiernakan dan Perikanan Kabupaten Muara Ennan.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri

Sipil i o
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Sipil vang di ben tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejebat yvang berwenang untuk melaksanakan kegiatan vang
sesugsi dengan profesi keahlinnnva dalam mmngka mendukung
kelancaran tugas pemerintahan

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POHOHK DAN FUNGSBI
Pasal 2

(1) Dinas Petermakan dan Perikanan  merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Daerah di bidang Peternakan dan Perikanan,

(2] Dinas Pelermakan dan Perikanan di pimpin oleh seorang Kepala
Dinas vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretanis daerah.

Pasal 3

Dinas Peternakan dan Perikanan  mempunyai tugas melaksanakan

urusan rumah tangga daerah dalson bidang Peternakan dan Perikanan

vang menjadi tanggung jawabnya meliputi Produksi, Usaba Tani

Nelayvan, Sumber Hayvat, Kesehatan Hewan, Peoyebaman dan

Pengembangan peternakan dan Perikanan.

Pasal 1

Untuk menvelenggaralean  tugas tersebul pada pasal 3, Dinas
FPeternakan dan Perikanan mempunyai fungsi

a. Perumusan kebijakan tcknis di bidang Peternakan dan Penkanan

h. Pelaksanaan  Bimbingan Teknis di  bidang Peternakan  dan
Perikanan;

c. Pelaksanaan pengawasan dan pemberian perizinan seria pembinaan
usaha Peternakan dan Perikanan sesuai dengan tagas pokok |

d. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di tingkat
usaha tam ;

¢. Prlaksanasn pengawasan dan Bimbingan Teknis terhadap Unit-unit
dilingkungan Dinas Peternakan dan Penkanan

I, Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan.
BAEB I
ORGANISAS]
Bapian Perlama
BUBUNAN ORGANIBASRI]

Pasal B o ms



Pasal 5
Dinas Peternakan dan Perikanan terdin damn :
a. Kepala Dinas ;
L. Bagian Tata Usaha ;
c. Sub Dinas Peiernakan ;
d. Sub Dinas Perikanan ;
e. Cabang Dinas ;
f, Unit Pelaksana Teknis Dinas
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
BAGIAN TATA USAHA

Pasal &
Hagian Tala Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
prograun dan  perencanaan, kepegawaian, kenangan, perlengkapan,
rumah tangga, kehumasan, naskah dinas dan pelaporan.

Pasal 7

Untik menyelengparakan tugas tersebut  pada pasal 6, Bagian Tata
Usaha mempunya fingsi

a. Penviapan bahan dan keordinasi pelaksanaan penyusunan rencana,
program kerja dan pelaparan |

b. Pelaksanaan pengelolaan adminisirasi Kepegawaian ;
c. Pelaksansan pengelolaan administrasi Keuangan ;

d. Pelaksanaan ursan umum, rumah tangga, perlengkapan, naskah
dinas dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas |

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch atasan.

m

Pasal 8
Bagian Tata Usaha terdici dari .
a. Sub Bagian Perencanaan ,;
b. Sub Bagian Ui,
¢. Sub Bagian Kenangan,
Pasal 9

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyail tugas melakukan penyviapan
bahan penyusunan rencana dan program kerja, pengumpulan dan
analisa data, penyajian data statistik serla penyiapan laporan.

(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan wrusan

Admanisteast ...
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administrasi kepegawaian, rtumah tangga, perlengkapan, sSural
menvurat, kearsipan, kechumasan, perjalanan  dinas dan
pemelibaraan barang inventarns.

(3] Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penylapan
hahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan,
pembukuan, melakukan perhitungan dan verifikasi serta mengurus
perbendaharaan.

Bagian Ketiga
SUE DINAS PETERNAKAN
Pasal 10

Sub Dinas Peiernakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
hahan pembinaan dan perumusan  kebijaken teknis peningkatan
procduksi peternakan, pengembangan usaha, pengawasan keschatan
hewan, penyebaran dan  perkembangannya  serta  melaksanakan
penyuluhan,

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas terscbut pada pasal 10, Sub Dinas
Peternakan mempunyai fungsi:

4.  Penyusunan rencana pelaksansan  dan pembinsan teknis
peternakan ;

b.  Pelaksanaan pembinaan dan Bimbingan Teknis Produksi
Peternakan

¢. Pelaksanaon dan  Bimbingan Teknis  Pengembangan  Usahas
Peternakan dan pemberian perizinan |

d.  Pelaksanaan pembinaan dan himbingan teknis keschatan hewan |
c. Penvelenggaraan kegiatan penyuluhan Peternakan, penpghajian dan
penerapan teknologi anjuran serta pembinaan dan pengembangsn
L-l:c!lcmbagaan usaha ternak
f  Pelaksanasn monitoring dan evaluasi kegiatan teknis peternakan |
g. Pelaksanaan mugas lain yang diberikan oleh atasan |
Paszal 12

Sub Dinas Peternakan terdirt dard

a. Seksi Produksi Peternakan ,
b, Seksi Pengembangan Usaha |
c. Seksi Keschatan Hewan

. Seksi Penyuluhan Peternakan.

Pamal 13 e
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Pasal 13

(1) Seks:i Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan
bmmbmgan teknis peningkatan produksi, bibil termak, pengawasan
mutu termak, melaksanakan bimbingan pengawasan peredaran dan
penggunaan pakan ternak, inseminasi buatan, melaksanakan
produksi mudigah ternak, melaksanakan registrasi hasil alih
mudigah lernak serla pembinbingan alat dan mesm peternakan |

(2} Beksi Penpembangan Usaha mempunyal tugas melalsanakan
pelavanan usaha peternakan, pemantauan sumber dava lermak,
ketenapgakerjaan  dan permodalan usaha ternak,  perizinan,
pelaksanaan bimbingan  pengelolaan hasil termak — serla
mengumpulikan, mengolah dan menvajikan data pemasaran iemak.

{3) Belai Kesehatan Hewsan mempunyai tugas melaksanakan penelitian
dan peuvelidikan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan
penyakit hewan, pemantavsn percdaran penggunsan obat hewan,
melaksanaklan vaksinasi ternak dan penanggulangan penycbaran
wabah penyakit ternak serta Kesehatan Hewan Veteriner (Kesmavet)

{1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
program, metode  dan sistem Kerja penyuluhan, peorencanasn
pendayagunaan tenaga penyvuluban, bimbingan kelembagaan tani,
pengadaan, pengolahan dan penycbaran pendayagunaan sarans
penyuluhan  dan  pengembangan mateni penyuluhan  serta
pelaksanan kaji terap teknologi anjuran.

Hagian Keesmpat
8UB DINAS PERIKANAN

Pasal 14
Sub Dinas Perikanan mempunyai tupas melaksanakan penyiapan
pengembangan produksi perikanan, pembinaan dan pengembangan
usaha perikanan, pengelolaan sumber daya  ikan, pelaksanaan
penvuluban peritkanan, pengujian dan penerapan teknologi perilkanan
serta siunber dayva hayati.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas terscbut pada pasal 14, Sub Dinas
Perikanan mempunyat fungsi

a. Peoyusunan rencana  pelaksanasn  dan pembinaan toknis
perikanan ;

b, Pelaksanaan doan pembinasn, bimbingan tcknis pengembangan
produksi dan sarana produksi perikanan |

¢, Pelaksanaan bimbingan teknis penerapan teknologl perikanan ;

. Pelaksanaan , pengembangan dan pembinaan usaha perikanan
serta pemberian izin usaha penkanan

e, Peladosanaan oo
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Pelaksanaan pembinaan mutu dan pemasaran hasil penkanan |

Pelaksannan pembinaan sumber dava ikan dan  kelestarian
lingkungan perikanan ;

Felaksanaan penviuluhan  dan  penpembangan  tenaga kerja
perikanan ;

Pelaksanasn meonitoring dan evaluasi kegiatan telmis perikanan |

Pelaksanaan fugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Sub Dinas Perikanan terdisd dari ¢

.
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(1

{2}

(3]

()

Seksi Produksi Periltanan ;
Seclesi Usaha Tang;

Sclesi Sumber Hayati ;

Seksi Penyvaluban Perikanan ;

Pazal 17

Seksi  Produksi  Perikanan  mempunyai  tugas  melaksanakan
bimbingan teknis pengembangan budi daya dan penangkapan ikan,
pengadaan  dan  penyaluran sarana dan  prasarana  produksi
'|'J¢'!1‘_|-._|-'.',HTI:-!II seirta pengawasan pengadann dan penyaluran benih
tkamn.

Seksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan bimbingan
teknis pengembangan usaha perikanan, pemberian izin usaha
perikanan, inventarisasi dan registrasi perusahaan  perianan,
pemantavan informasi pasar dan harga ikan serta pembinaan mutu
hasil perikanan,

Seksi Sumber Hayatli mempunyai tugas melaksanakan pembinaan
potensi sumber daya ikan dan pelestarian lingkungan pada areal
penangkapan dan budi daya ikan serta bimbingan pengendalian
dan penaggulangan hama penyalit ikan.

Seksi Penyuluhan  Perikanan mempunyai tugas wmelaksanakan
penyiapan bahan program, metode dan sistemn kegja penyulub,
pengembangan kemampuan tenaga kerja perikanan, demonstrasi,
kaji terap tcknologi anjuran, serta  melalkukan pemantazan
PCRgAWASAT DENETAPANNnya .

Bagian Kelima

CABANG DINAB

Pasal 18

Cabang Dinas mempunyal tugas melaksanakan secbagian (ugas Dinas
Peternakan dan Perikanan yang mempunyai wilayah kerja satu aian
beherapa Kecamatan.

Paszal 19 on v
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Pasal 19

Untuk menvelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18, Cabang Dinas
Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi

a. Pelalsanaan penyiapan  baban  perencanaan  pengembangan
petcrnakan dan perikanan ;

b. Pelaksanaan koordinasi dalam kegiatan telmis di bidang produlesi,
pengembangan usaha, kesebatan  hewan, sumber havati  dan

penyuluhan ;

c. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di tingkat
usaha tani ;

. Pelaksanaan umsan administrasi, keunangan dan ramah tangga.
Bagian Keenam
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 20
Linit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Peternakan dan  Perikanan
mempunyai tugas melaksanakan schagian tugas operasional Dinas
Peternakan dan Perikanan di bidang terientu.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20, Unit Pelaksana
Tekmnis Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyat fungsi

a, pelaksanaan sebagian tagas  [inas Peternakan dan Perikanan
sesuai dengan bidangnya ;

b. pelaksanaan urisan administrasi, Keuangan dan mimah tangga,

Bagian Ketujuh
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Fasal 22
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
schagian tugas Dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional

masing-masing  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang
herlaku,

Pasal 23

(1) Kelompol Jobatan Fungsional terdini dan sejumlah tlenaga
fungsional yang terbagi dalam herbagai tenaga fungsional sesual
dengan hidang keahliannya ;

(2 Masing ..........
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(2] Masing-masing kelompol tenaga fungsional di pimpin  olch
seqrang tenaga fungsional =enior vang tanjuk oleh Kepala Dinas ;

(3] Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan behan keria ;

4] Jenis dan jenjang jabatan fungsional scbagaimana di maksud ayat
JEOLEANE ) e a8
(1) di ator bemdasarkan peratiran pernndang-undangan  yang
berlalm.

BAR IV
PENUTUP
Paszal 24

Hal — hal vang belum di atur dalam Kepulusan g sepangang mengenal
Yang I PRI
pelaksanaannya akan ditetapkan tersendin oleh Bupati.

Faszal 25
Keputuzan ini mulai berlaku pada tanggal dinndanglkan,

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memernntahkan
Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Bracrah Kabupaten Muara Enam,

Ditetapkan il Muara FEnim
pada tanggal & Vet 2001

BUPATI MUARA ENIM
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AHMAD BOFJAN EFFENDIE
Dinmndangkan i1 Muara fnim
pada tangpal & fvlgl 2001

BEKRETARIS D HABUPATEN

ENID

AN ROBAIN SIROD

LEMBAEAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NoMOR 20



